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BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

a.

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 — 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan
misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bengkalis merupakan dasar pelaksanaan program-
program pembangunan masyarakat yang akan terwujud dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 — 2015
yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati yang
memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 — 2015;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan e
~.Negara - (Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun 2004
' Nomor .5, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a' ‘
’¢Nomor4355)

‘Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan :
" 'Pengelolaan dan’ Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
- Negara- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan‘

- Lembaran Negara Republlk IndoneS|aNomor4355) S

»;_-’fUndang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan FEE
Pembangunan ‘Nasional’ (Lembaran Negara ‘Republik Indonesna'x;.u-.' ‘
i Tahun 2004 Nomor. 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
5 Indone3|aNomor 4421) ' ‘

. Undang Undang Nomor - 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan LR
~Daerah (Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun 2004 Nomor E

" 125, Tambahan Lembaran-Negara Nomor. 4437), sebagalmana telah
. ‘dlubah beberapa kali, .terakhir dengn. Undang- -Undang ' Nomor 12.
* Tahun 2008 ‘tentang Perubahan Kedua atas’ Undang- -Undang Nomor

KA

" 32 Tahun 2004 tentang ‘Pemerintahan Daerah (Lembaran- Negara . -
+ Republik - Indonesia Tahun_ 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran IR
. Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4844), ‘ S

“Undang- Undang Nomor 33 Tahun - 2004 tentang Perlmbangan
1'~'Keuangan antara - Pemenntah ‘Pusat: dan Pemerlntahan Daerah .. .
?‘;‘(Lembaran Negara Republlk Indonesia - Tahun 2004 Nomor 126, .

. “Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438) S
Rt Undang Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang "Rencana .-
'*Pembangunan Jangka - Panjang ‘Nasional = Tahun 2005-2025;5,”.-;.{
(Lembaran Negara  Republik ‘Indonesia - Tahun' 2007 . Nomor 33_{; e
iTambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua Nomor 4700) ' o

Undang Undang Nomor 12. Tahun 2011 “tentang Pembentukan' :

‘ Peraturan .- Perundang -undangan (Lembaran Negara -Republik e
;{j‘;i_lndonesna 'Tahun 2004 - Nomor 82 Tambahan Lembaran Negarag.
: Repubhk IndoneSIaNomor 5234) ' .

Peraturan “Pemerintah  Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan' -
o Ruang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, . -
AR “Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a Nomor 4725)
.‘Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia_ Tahun 2005;: &
‘Nomor 140, ‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

‘_Peraturan Pemerlntah Nomor. 79 Tahun . 2005 tentang 'Pedoman F

"..Pembinaan_ dan - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan,:»r s
- Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 ‘Nomor

Peraturan Pemermtah Nomor 58. Tahun 2005 tentang . Pengelolaan

"vL”

S 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Nomor 4593)

‘Peraturan. Pemerintah Nomor 39" Tahun .2006" tentang " Tata Cara_A” Sy
s .Pengendallan ‘dan . ‘Evaluasi' Rencana Pembangunan (Lembaran e

j_TNegara Republlk |ndonesna Tahun 2006 ‘Nomor 96, Tambahan, EERE
.~ Lembaran Negara Republik’ Indonesna Nomor 4663); = RS S
: i'Pengendallan ‘Rencana Pembangunan Nas:onal (Lembaran Negara -~ - -

Peraturan’ Pemerintah  Nomor - 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara\k

y ~ Republik - IndoneS|aTahun 2006 - Nomor 97 Tambahan Lembaran_,_

I Negara Republlk Indone3|a Nomor 4664); Y LA

. 16. Peraturan Pemenntah Nomor 38" Tahun 2007 tentang Pembaglan"‘? P
" “Urusan Pemerintahan - antara. Pemerintah, 'Pemerintahan Daerah - :

-Prov1nS| dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran_"

Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan B

S 8 Lembaran Negara Republlk lndone3|a Nomor 4737)




T

‘ Peraturan Pemerlntah Nomor 6 “Tahun 2008 tentang "Pedoman
' Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara = °

| ~ Republik Indonesia Tahun '2008 Nomor” 19 Tambahan Lembaran'*

.18,

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4815); i |
Peraturan. Pemermtah ‘Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasr

j‘:,,dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republlk ‘Indonesia -
*"Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republlk '

)

b o Indonesna Nomor 4816)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara";l‘f
" Penyusunan, Pengendallan dan -Evaluasi Pelaksanaan 'Rencana = . .

B Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndoneSIa Tahun ™

2t

“Gubernur sebagai’ Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran & T
“Negara “Republik - Indonesia - Tahun 2010 -Nomor - 25, Tambahan
- 'Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 5107) '

o2

~-2008 :Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna o
-~ Nomor 4817); : '

. 20.1 -
" Ruang - Wllayah ‘Nasional (Lembaran Negara Republlk IndoneS|aw ‘
" Tahun Indonesia Nomor 4725) - . : o
jPeraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara o
- Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta. Kedudukan - Keuangan X

Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata .

% B

. Peraturan Presiden  Nomor _ 5 :Tahun. 2010 tentang Rencana
: Pembangunan Jangka Menengah Nasnonal Tahun 2010 - 2014 i

Peraturan Menterl ‘Dalam Negerl Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan 'Pemerintah - Nomor 8 Tahun 2008 tentang .
 Tahapan,  Tatacara Penyusunan Pengendallan dan EvaluaS|. R
Pelaksanaan Pembangunan Daerah; » G
‘Peraturan Daerah Provinsi - Rlau Nomor 9 Tahun 2009 tentang -
-."Rencana Pembangunan Jangka Panjang  (RPJP) Daerah Provinsi =
~ Riau- Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Provm3| Rlau Tahun‘ S
2009 Nomor 9) : N
‘Peraturan’ Daerah Prov1n3| Rlau Nomor 10 Tahun 2010 tentang;’?”}
“»-""Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi .- "~
. Riau_ Tahun. 2009 - 2013 (Lembaran Daerah PrownS| Rlau Tahun B
<. .. 2010 Nomor10) SRR
26
R tentang - Rencana: Tata Ruang '~ Wilayah ‘Kabupaten :Bengkalis
ST (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2004 Nomor 22);
o 27 r
. Rencana. Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
- Bengkalis Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls L
*~ Tahun 2007 Nomor 03); . . SR
Peraturan ‘Daerah. Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008'- S
i tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan Daerah Kabupaten Vit
i Bengkalis - (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 SR
~ . Nomor 07); L
‘Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 08 Tahun 2008 RS
' ‘tentang ‘Organisasi dan Tata Kerja: Sekretariat Daerah dan Sekretarlat' T
- DPRD Kabupaten Bengkalis' (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs o
~* - .Tahun 2008 Nomor 08); g e
- 30. :
S . tentang Organlsa3| dan Tata Kerja - Kecamatan  dan - Kelurahan“h"

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 19 Tahun 2004”77’

Peraturan Daerah Kabupten Bengkalls ‘Nomor 03 Tahun 2007 tentang}}_' I

Peraturan Daerah Kabupateh Bengkalls Nomor 09- Tahun 2008

e (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nomor 09)




: 31.‘ Peraturan Daerah Kabupten Bengkalls Nomor10 Tahun 2008 tentang R
;,r>0rgan|sa5| dan Tata Kerja Inspektorat,: Badan - Perencanaan»l :
~Pembangunan Daerah dan' Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
- Bengkalis - (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 - -

. Nomor10); . .
32, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 13 Tahun 2008

: ',tentang ‘Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Daerah Kabupateni

Bengkalls (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008”
‘Nomor 13); = =

330 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 14 Tahun 2008
R tentang. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten L
. ‘Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008‘ oy
Nomor 14); o

| 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009"" ‘
ytentang Pokok-Pokok Pengelolaan ‘Keuangan Daerah (Lembaran"
' ’Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 03)

Dengan PersetUJuan Bersama ‘ ,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
‘f‘danw

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN i

* Menetapkan : 'PERATURAN | DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN A
7 JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
~2010-2015. , S

BAB I e
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

,fDaIam Peraturan Daerah |n| yang dlmaksud dengan
}“\I . Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

2 uPemerlntah Daerah -adalah ‘Bupati. dan perangkat daerah sebaga|;yv o
~.unsur penyelenggara pemenntahan daerah ' ' S

3. Bupatl adalah Bupat| Bengkalls

«'4.'2:fRencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya dlsmgkat "
- RPJP Daerah adalah" Rencana ‘' Pembangunan Jangka Panjang -
- Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2005 —2025; - 3 2

; "~5,.';>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya(’ -
. disingkat ‘-RPJM Daerah. adalah ‘Rencana Pembangunan’ Jangka - - -
“Menengah Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2010 -2015; i

g 6 Rencana Kerja Pemenntah Daerah yang selanjutnya dlsmgkat RKPD
; ,~,Jadalah Rencana Kerja Pemerlntah Daerah Kabupaten Bengkalls'
e yang dlsusun setlap tahun sekall ' - : ‘

T Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat SKPD o
.- adalah Satuan kerja Perangkat Daerah "di’ Ilngkungan Pemerlntah .
it Kabupaten Bengkahs yang mempunyan tugas mengelola anggaran .

& : dan barang daerah Sl | ,




'3‘8‘;‘]Perencanaan adalah proses untuk menentukan trndakan masa
... depan yang tepat; melalur urutan prlrhan dengan memperhrtungkan
| sumberdaya yang ada; « e o

,‘ 9 Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah prosesv

r\penyusunan rencana: pembangunan Daerah ‘yang drlaksanakan ‘

. ‘untuk menghasﬂkan dokumen perencanaan selama perrode satu -
"«;tahun E : . R k : ‘

10 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya'

dlsmgkat Renja - SKPD adalah rencana pembangunan tahunan . =
' SKPD yang - merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk o

errode 1 (satu) tahun

"11 Rencana Strategrs yang selanjutnya drsrngkat Renstra adalahi
.rencana’ 5 (lima) tahunan yang mengambarkan visi, misi,: analisis

| Ilngkungan “strategis, faktor-faktor kunci- keberhasrlan tu1uan dan B
- sasaran strategr ser’ta evaluasr krnerja : o

.12 Visi: adalah rumusan umum mengenal keadaan yang dlrnglnkan pada '}
akhrr perrode perencanaan T e e ‘,’_ Lo

. 13 Misi. adalah rumusan umum mengenal upaya Upaya yang akan SRR

drlaksanakan untuk mewu1udkan visi;-

’: 14 Program adalah penjabaran kebuakan dalam bentuk upaya yang."-
“berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya .
yang drsedlakan untuk mencapal hasrl yang terukur sesual dengan .

misi; - e i

15 Kegratan adalah bagran darr program yang drlaksanakan oleh satuv‘
©o - atau: Ieblh unit kerja pada SKPD- sebagai bagian dari pencapalan .

sasaran terukur ‘pada suatu ‘program - dan terdrrl dan sekumpulan‘ e

tlndakan pengerahan sumber daya; : : i

e 16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

- disingkat APBD adalah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah o

Kabupaten Bengkalrs

BAB .
KEDUDUKAN

Pasalz _T'. ."‘k;,

B RPJM Daerah merupakan

a Penjabaran’ ‘visi;  misi* dan program Bupatr ke dalam strategl",ji s y

~;~pembangunan Daerah kebuakan umum, program prrorrtas Bupati,

~dan arah kebuakan keuangan Daerah, dengan mempertrmbangkan SO T

- 'RPJP.Daerah; R o
b Dokumen’ perencanaan Daerah yang memberrkan arah sekahgus!

o “acuan bagi seluruh komponen pelaku’ pembangunan Daerah dalam 2

S \.‘_"meWUJudkan peembangunan Daerah yang berkesrnambungan

—r;‘

: BAB III _—
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan'
dokumen perencanaan sebagar pedoman dalam IR




a Penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (Ilma) tahun
b Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (hma) tahun

c Penyusunan RenJa SKPD ‘ R
(2) Tuluan penetapan RPJM Daerah adalah untuk

‘a. Menetapkan VISI mISl dan program pembangunan jangka“~4
: ,menengah Daerah : Lo '

“ b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD -
-+ RKPD,: Renja SKPD, dan perencanaan penganggaran '

' C. ,Mewu;udkan perencanaan pembangunan Daerah yang smergls .
- dan terpadu -antara - perencanaan pembangunan Nasnonal o
b PI'OVInSI dan Kabupateanota ‘ » :

. BABIV
slIs TE MAT | K A
‘ A Pasal4 iy e
‘ '. Sltematlka RPJM Daerah dlsusun sebagal berlkut
Coa ‘;BABI . PENDAHULUAN e N
b, BABN GAMBARAN UMUM DAN KONDISl DAERAH o
e “BAB ||| GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH »
L . DANKERANGKA PENDANAAN . . |
;’jd.{BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS o
e "_BABV _ : VIS| MISI, TUJUAN DAN SASARAN
't BABVI : STRATEGI DAN KEBIJAKAN ST T
' “g.“-BAB VII fi.l: KEBIJAKAN = UMUM  DAN ‘PliOGRAM

S ~ PEMBANGUNAN DAERAH
h. BAB Vil PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

i BABIX _f: :PEDOMAN TRANSISI "DAN
S TR PELAKSANAAN R
& ‘BABV
/1SI DAN URAIAN RPJMDAERAH |
‘ Pasal5 |

L L lsn beserta uralan RPJM Daerah sebagalmana dlmaksud pada Pasal 4,

- [,tertuang dalam Lamplran ‘Peraturan Daerah ini_ dan merupakan :   . 

o j ‘baglan yang tldak terplsahkan dan Peraturan Daerah |n|

' 1  BAB VI
PENGENDALAIN DAN EVALUASI |

(1) Pemerlntah Daerah melakukan ' pengendallan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJM Daerah; o R 2 :

| (2) Tata cara pengendallan dan evaluaSI terhadap pelaksanaan RPJM'
Daerah' sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan dengan' -
Peraturan Bupatl b S L :




Sl BAB Vll .
KETENTUAN LAIN LAIN
P Pasal 7

RPJM Daerah menjadl Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra

-~ SKPD -dan sebagal acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di

:PDaerah dalam melaksanakan keglatan pembangunan selama kurun
waktu 2010 2015 ’ _ :

- ppBVIN
. KETENTUAN PERALIHAN
[ PasalS ,

Pada saat Peraturan Daerah ini mulal berlaku maka RPJM Daerah , :

menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan

~Tahun 2015 dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi :

sebagai pedoman - penyusunan RKPD  Tahun 2016 " sebelum

S tersusunnya RPJM Daerah Tahun 2015 2020 yang memuat visi dan ‘ : : :

:*ffm|5| Bupat| terplllh

BABlX :
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

i ~Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupat' o

i ‘Bengkalis Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan e

- - Jangka Menengah’ Daerah Kabupaten . Bengkalls Tahun 2010 2015 :

» dlcabut dan dmyatakan tidak berlaku.
| ~ Pasal10

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang e
L mengenal pelaksanaannya diatur leblh Ianjut dengan Peraturan Bupati.

: Pasal11 ,
- Peraturan Daerah ini mula| berlaku pada tanggal dlundangkan ,

Agar setlap orang mengetahumya ‘memerintahkan pengundangan‘
- Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkahs ‘ ! R : SN

Dltetapkan d| Bengkalls
pada tanggal 2 Desemb r2011 ’

| ~A’D|undangkan di Bengkalls S
pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SN
TAHUN 2011 NOMOR 09 s ‘ S



